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RINGKASAN  

 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini Undang-Undang 

Perkawinan berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara 

Indonesia. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hendak 

melangsungkan perkawinan, beristeri lebih dari satu, dan atau bermaksud 

melakukan perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dengan Peraturan Pemerintah 

tersebut akan berakibat hukum pada Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, baik dalam 

menentukan hak isteri maupun hak dan kedudukan anak. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mengangkat tema skripsi 

dengan judul  “AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA 

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PP No. 10 T AHUN 

1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL” (STUDI PUTUSA N No. 

1676/Pdt.G/2006/PA.Jr). Permasalahan yang akan diuraikan dalam pembahasan 

skripsi ini adalah pertama, bagaimana akibat hukum perceraian Pegawai Negeri 

Sipil terhadap istri dan anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, kedua, Apakah dasar pertimbangan 

hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara No. 

1676/Pdt.G/2006/PA.Jr. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini terbagi 

menjadi dua macam yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah 

guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang didapat selama perkuliahan yang 

x 

xi 



bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat, untuk memberikan 

sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa 

Fakultas Hukum dan almamater. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk 

mengetahui dan mengkaji akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap 

istri dan anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 

No. 45 Tahun 1990, untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum 

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara No. 

1676/Pdt.G/2006/PA.Jr. Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan 

analisis terhadap bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah 

ini adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang 

umum ke hal yang khusus.  

Kesimpulan:  

1. Hubungan antara suami istri setelah perceraian adalah jelas, yaitu 

keduanya tidak lagi terikat dalam perkawinan. Untuk PNS, Apabila 

perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan 

sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Gaji 

yang wajib diberikan selain nafkah yang harus dibayar setelah proses 

perceraian di Pengadilan adalah sebesar sepertiga bagian untuk istri, 

sepertiga bagian untuk anak dan sepertiga bagian lagi untuk PNS pria itu 

sendiri. Bila ada sengketa mengenai harta bersama dapat diselesaiakan di 

Pengadilan setelah proses perceraian selesai atau setelah para pihak 

diputus bercerai. 

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan izin 

cerai bagi PNS berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 

1676/Pdt.G/2006/PA.Jr adalah Majelis Hakim beranggapan bahwa 

berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, para pihak tidak mungkin 

untuk didamaikan lagi sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan 

perceraian tersebut dengan alasan-alasan perceraian yang telah ditetapkan 

dalam undang-undang. Dalam hal permohonan ijin perceraian yang tidak 

dimiliki oleh pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perihal kedudukannya 

sebagai PNS, pemohon bersedia menanggung segala resiko yang akan 
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diterima nanti atas perilaku indisipliner yang telah dilakukannya, dan 

Majelis Hakim telah memperingatkan pemohon tentang sanksi-sanksi 

yang mungkin akan diberikan, maka perkara tersebut dapat diperiksa dan 

diputus.  

Saran: 

1. Perceraian sebaiknya dihindari, bila ada masalah rumah tangga yang 

masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak perlu melakukan 

perceraian di Pengadilan, sehingga tidak ada pihak yang merasa sakit hati 

dan dapat menjauhkan tali silaturahmi. 

2. Dalam hal mengajukan permohonan ke Pengadilan, para pihak yang 

berpekara hendaknya melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, 

terutama bagi PNS, bila surat izin untuk bercerai tidak diperoleh maka 

sanksi indisipliner yang akan diberikan akan merugikan PNS itu sendiri.  
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